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NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-
UNDANG TENTANG PERUBAHAN ...
Dalam Konstitusi Atau Dalam Peraturan Perundangan
Lainnya. Demokrasi Konstitusional Ini Sering Juga



Disebut Dengan Demokrasi Di Bawah Rule Of Law.3
1Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, UUD NRI Tahun 1945. 2
Sebagaimana Yang Disampaikan Abraham Lincoln
Bahwa: Democracy Is By Far The Most Challenging
Form Of Government - Both For Politicians And For The
People ... Mar 3th, 2024

NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-
UNDANG TENTANG MASYARAKAT ...
Kedua, Konstitusi Memperkenalkan Dua Istilah, Yaitu
Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Pasal 18 B Ayat 2)
Dan Masyarakat Tradisional (Pasal 28 I Ayat 3). Sama
Sekali Tidak Ada Penjelasan Menyangkut Kedua Istilah
Tersebut. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang
Desa Telah Mencoba Menerjemahkan Pasal 18 B Ayat
(2) UUD 1945 Dengan Memperkenalkan “desa Adat”
Sebagai Padanan Dari “kesatuan ... Apr 21th, 2024

NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG
UNDANG TENTANG PENDIDIKAN ...
85.000 Dokter, Menurut Perhitungan Berdasarkan
Target Rasio Dokter Per Penduduk 40 Per 100.000
Penduduk. Oleh Karena Itu, Pemerintah Membuka
Peluang Untuk Pembukaan Program Studi Dokter Di
Berbagai Daerah. Namun, Pada Dua Dekade Terakhir
Telah Terjadi Peningkatan Biaya Pendidikan Tinggi
Secara Umum, Khususnya Perguruan Tinggi Negeri.
Hal Apr 7th, 2024



Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang :
Kitab Undang ...
Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang : Kitab
Undang Undang Hukum Acara Pidana Oleh : PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA Nomor : 8 TAHUN 1981 (8/1981)
Apr 2th, 2024

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
Tentang 2. Undang ...
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 3. Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara ... Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/IX/88
Tentang Bahan Ta Feb 11th, 2024

NASKAH AKADEMIK RANCANGAN KURIKULUM
PROGRAM …
Dan Prinsip-prinsip Pengembangan Kurikulum Sebagai
Berikut. 1. Relevansi; Kurikulum Dan Pembelajaran
Harus Relevan Dengan Perkembangan IPTEKS,
Kebutuhan Masyarakat, Dan Perkembangan Zaman. 2.
Kontinuitas; Kurikulum S1 Harus Bersifat Kontinu Ke
Jenjang Yang Lebih Tin Mar 5th, 2024

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH UNDANG-
UNDANG PERPAJAKAN



Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan,
Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik,
Atau Organisasi Lainnya, ... 12 13 Penjelasan Pasal 1
Cukup Jelas. BAB II NOMOR POKOK WAJIB PAJAK,
PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SURAT
PEMBERITAHUAN, DAN TATA CARA PEMBAYARAN
PAJAK Pasal 2 (1) Setiap Wajib Pajak Yang Telah
Memenuhi Persyaratan Subjektif Dan Objektif Sesuai
Dengan ... Mar 28th, 2024

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA …
Terhadap Pelaksanaan Manajemen Aparatur Sipil
Negara; C. Bahwa Beberapa Ketentuan Dalam Undang
-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil
Negara Sudah Tidak Sesuai Dengan Perkembangan
Penyelenggaran Fungsi Aparatur Sipil Negara Dan
Kebutuhan Masy Jan 19th, 2024

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESA …
Kekerasan Seksual Adalah Setiap Perbuatan
Merendahkan, Menghina, Menyerang, Dan/atau
Perbuatan Lainnya Terhadap Tubuh, Hasrat Seksual
Seseorang, Dan/atau Fungsi Reproduksi, Secara Paksa,
Bertentangan Dengan Kehendak Seseorang, Yang
Menyebabkan Seseorang Itu Tidak Mampu
Memberikan Persetujuan Dalam Keadaan Bebas,
Karena ... Feb 17th, 2024



RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN
…
KEKERASAN SEKSUAL (RUU PKS) DALAM PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH Ahmad Badrut Tamam
Ahmad.bete@gmail.com Institut Agama Islam
Tarbiyatut Tholabah Lamongan Abstract: The Pros And
Cons Of The Bill On The Elimination Of Sexual Violence
(RUU PKS), One Of Which Is Caused By A Conflict
Between Two Different Perspectives In Understanding
It. Jan 15th, 2024

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA
Pekerjaan Sosial Yang Terdiri Dari Individu, Keluarga,
Kelompok, Komunitas, Organisasi, Dan Masyarakat. 10.
Sertifikat Kompetensi Adalah Surat Tanda Pengakuan
Terhadap Kompetensi Pekerja Sosial Untuk Dapat
Menjalankan Praktik D Apr 26th, 2024

DRAFT NASKAH AKADEMIK RUU TENTANG PATEN
Tahun 1997, Permohonan Paten Melalui “PCT Route”
Yang Diterima Oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi
Manusia (Ditjen HKI), Meningkat Pesat. Namun Jumlah
Permohonan Paten Dari Dalam Negeri Masih Sedikit
Dibandingkan Dengan Jumlah Permohonan Paten Dari
Luar Negeri. Apr 6th, 2024



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PERBANKAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-
undang Ini Yang Dimaksud Dengan : 1. Perbankan
Adalah Segala Sesuatu Yang Menyangkut Tentang
Bank, Mencakup Kelembagaan, Kegiatan Usaha, Serta
Cara Dan Proses Dalam Melaksanakan Kegiatan
Usahanya; 2. Bank Adalah Badan Usaha Yang
Menghimpun Dana Dari Masyarakat Dalam Bentuk Apr
7th, 2024

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
TENTANG DENGAN RAHMAT ...
Yang Tidak Berbadan Hukum. 33. Instrumen Ekonomi
Lingkungan Hidup Adalah Seperangkat Kebijakan
Ekonomi Untuk Mendorong Pemerintah, Pemerintah
Daerah, Atau Setiap Orang Ke Arah Pelestarian Fungsi
Lingkungan Hidup. 34. Ancaman Serius Adalah
Ancaman Yang Berdampak Apr 9th, 2024

SINKRONISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32
TAHUN 2009 TENTANG ...
Mahkamah Konstitusi Untuk Pengujian Peraturan
Perundang-undangan Dibawah Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kata Kunci:
Konstitusi Hijau, Disharmonisasi, Pemerintah,
Lingkungan Hidup, Mahkamah Konstitusi. Feb 28th,
2024



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
TENTANG SISTEM PENDIDIKAN ...
Pendidikan Tinggi Diselenggarakan Dengan Sistem
Terbuka. Pasal 20 Perguruan Tinggi Dapat Berbentuk
Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut, Atau
Universitas. (2)Perguruan Tinggi Berkewajiban
Menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, Dan
Pengabdian Kepada Masyarakat. (3) (4) Jan 22th, 2024

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Tentang
Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013.
Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi
Pemilihan Umum Tanggal 26 Februari 2013;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM TENTANG PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. BAB I
KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Ini, Yang
... Feb 1th, 2024

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39
TAHUN 1999 TENTANG HAK ...
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN
1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA UNTUK PEMAJUAN
DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA Oleh: Yeni
Handayani* Naskah Diterima : 30 Oktober 2014;
Disetujui : 13 November 2014 Pemajuan Dan



Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Merupakan
Bagian Dari Tanggung Jawab Negara Sebagai
Pemangku Kewajiban Dalam Jan 24th, 2024

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PENYIARAN DENGAN ...
(1) Penyiaran Sebagai Kegiatan Komunikasi Massa
Mempunyai Fungsi Sebagai Media Informasi,
Pendidikan, Hiburan Yang Sehat, Kontrol Dan Perekat
Sosial. (2) Dalam Menjalankan Fungsi Sebagaimana
Dimaksud Dalam Ayat (1), Penyiaran Juga Mempunyai
Fungsi Ekonomi Dan Kebudayaan. Pasal 5 Penyiaran
Diarahkan Untuk : A. Menjunjung Tinggi Pelaksanaan ...
Apr 9th, 2024

UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG
PKDRT DALAM KASUS ...
7 Jurnal Perempuan, Di Rumah, Pengungsian Dan
Peradilan : KTP Dari Wilayah Ke Wilayah, Jakarta : 7
Maret, 2007, H. 32. Perkara Tersebut. Untuk Itu Penulis
Ingin Mengangkat Ke Dalam Skripsi Yang Berjudul
PENERAPAN UNDANG-UNDANG PKDRT DALAM KASUS
CERAI GUGAT DENGAN ALASAN KDRT DI PENGADILAN
AGAMA JAKARTA PUSAT ( STUDI ANALISIS ... Mar 29th,
2024

PERATURAN TERBARU UNDANG-UNDANG
No.13/2016 Tentang PATEN ...
8) Menambah Kewenangan Komisi Banding Paten



Untuk Memeriksa Permohonan Koreksi Atas Deskripsi,
Klaim, Atau Gambar Setelah Permohonan Diberi Paten
Dan Penghapusan Paten Yang Sudah Diberi. (Pasal 64
Ayat 1b,1c, Dan Pasal 65) 9) Paten Dapat Dialihkan
Dengan Cara Wakaf. (Pasal 74 Ayat 1d) 10) Ketentuan
Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Ahli Oleh
Jan 11th, 2024

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
TENTANG KETERBUKAAN ...
Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik. - Iv - ... C.
Mendapatkan Salinan Informasi Publik Melalui
Permohonan Sesuai Dengan Undang-Undang Ini;
Dan/atau D. Menyebarluaskan Informasi Publik Sesuai
Dengan Peraturan Feb 7th, 2024

PENERAPAN UNDANG - UNDANG NO 41 TAHUN
1999 TENTANG ...
Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas
Langlangbuana Bandung Oleh : AGUNG SANTANA
41151015120195 Program Kekhususan : Kepidanaan
Pembimbing : Dini Ramdania, S.H., M.H. FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS LANGLANGBUANA BANDUNG
2017 Apr 25th, 2024

Dampak Dari Undang-Undang No.23 Tahun 2014
Tentang ...



Sistem Otonomi Daerah Yang Membagi Wewenang-
wewenang Dari Pemerintah Pusat Ke Daerah, Atau
Otonomi Daerah Dapat Diartikan Sebagai Pelaksanaan
Pemerintahan Yang Desentralistik. Feb 11th, 2024

SUBJEK HUKUM DALAM PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG TENTANG ...
2006 Semakin Memantapkan Kedudukan, Eksistensi
Dan Spesialisasi Peradilan Agama Itu Sendiri Dalam
Sistem Tata Hukum Di Indonesia. Salah Satu
Perubahan Yang Dianggap Signifikan Terhadap Undang-
Undang No. 7 Tahun 1989 Adalah Pasal 49
Menyangkut Kewenangan Absolut Peradilan Agama.
Dalam Perubahan Tersebut Kewenangan Apr 7th, 2024
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